BAB V
KESIMPULAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di
Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian
Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status
ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan
Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul
DIY, memiliki status sebagai ‘“Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state”
dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik
Batavia Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda
(Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang
(Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai
Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status
ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur
dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah
penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung
hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam
BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara.

Dalam maklumat ini secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta
digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan dan Pakualaman dalam
sebuah Daerah Istimewa. Persatuan ditunjukkan dengan hanya ada sebuah
Parlemen lokal untuk DIY dan Ibu Kota Yogyakarta (gabungan Kabupaten Kota

Kasultanan dan Kabupaten Kota Paku Alaman) bukan dua buah (satu untuk
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Kesultanan dan satunya untuk Paku Alaman). Tidak dipungkiri juga terdapat
perbedaan pendapat antara KNID dengan Monarki yang tercermin dengan adanya
dua tanggal pengumuman maklumat yaitu tanggal 13 dan 18 Mei 1946. Selain itu
juga nampak dari materi maklumat dengan RUU.

Maklumat No. 18 tersebut menetapkan bahwa kekuasaan legislatif
dipegang oleh DPRD (Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, dan
Dewan Kalurahan) sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing.
Kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah
Daerah dan Kepala Daerah (Sultan Hamengkubuwono 1X dan Sri Paku Alam
VIII, Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota, Bupati Pamong Praja Kabupaten)
sesuai dengan tingkatannya. Pemerintahan yang dianut adalah collegial bestuur
atau direktorium karena badan eksekutif tidak berada di tangan satu orang
melainkan banyak orang. Alasan yang digunakan waktu itu adalah untuk
persatuan dan menampung kepentingan dari berbagai pihak. Dewan Pemerintah
ini dipilih dari dan oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD. Namun
demikian kedua raja tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan pada
Presiden (lihat naskah lengkapMaklumat Yogyakarta

Pengaruh Belanda sangat dominan terhadap berdirinya Kraton Yogyakarta.
Ketika Belanda masih menjajah Bangsa Indonesia, status Kesultanan Yogyakarta
adalah Zelfbestuur.begitu juga pada masa Jepang disebut dengan koti/kooti. Status
tersebut membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk
mengatur dan mengurus negaranya sendiri di bawah pengawasan pemerintahan

penjajah.
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Pada tanggal 6 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri
Paku Alam VIII  diangkat menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakartadengan dikeluarkannya piagam penetapan tertanggal 18
Agustus 1945. Namun sebelumnya, Sri Sultan dan Sri Paku Alam dengan
sendirinya telah mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Kemudian pada
tanggal 30 Oktober 1945 bersama-sama mereka mengeluarkan Maklumat yang
intinya  pelaksanaan  pemerintahan  dilaksanakan  oleh  Sri  Sultan
Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII.

Pada tahun 1948, Pemerintah Pusat mulai mengatur Pemerintah Daerah
dengan mengeluarkan UU No. 22/1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah.
Dalam UU tersebut diatur susunan dan kedudukan Daerah Istimewa baik dalam
diktum maupun penjelasannya. Walaupun demikian, pemerintah pusat belum
sempat mengeluarkan UU untuk membentuk pemerintahan daerah karena harus
menghadapi Agresi Militer Belanda Il pada 19 Desember 1948 yang menghajar
Ibukota Yogyakarta. Pemerintahan DIY-pun ikut menjadi lumpuh. Sultan HB 1X
dan Sri Paduka PA VIII meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa
sebagai protes kepada Belanda. Pasca Serangan Oemoem 1 Maret 1949,
Yogyakarta dijadikan Daerah Militer Istimewa dengan Gubernur Militer Sri

Paduka Paku Alam VI1I1I. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1950.
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